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Pemermtah Kabupaten Buton Selatan (Busel) bersama Yayasan Sahabat Muadz
Indonesia (SM1) menggelar bakti sosial terpadu

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Bu-
ton Selatan (Busel) bersama Yayasan Sahabat Muadz
Indonesia (SMI) menggelar bakti sosial terpadu yang
menghadirkan layanan kesehatan gratis, pelatihan kea-
gamaan, hingga donor darah. Kegiatan ini berlangsung
selama dua hari di Rumah Jabatan Bupati Busel, Ka-
mis (16/4/2026), sebagai upaya memperluas akses pe-
layanan publik di tengah keterbatasan anggaran.

Bakti sosial tersebut
melibatkan berbagai unsur,
mulai dari jajaran pemer-
intah daerah, organisasi
masyarakat, hingga tenaga
medis. Program ini men-
cakup pengobatan massal
gratis bekerja sama den-
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Kemenag Buton Selatan Apresiasi Program Pembi-
naan Imam dan Da’1 Berbasis Sanad Yang Dilaku-

kan Pemda Busel dan Yayasan Muadz Kendari

poran: Ardi

BUTON  SELATAN,
BP-Upaya  memperkuat
kualitas  dakwah  dan

kepemimpinan keagamaan
di tingkat akar rumput ter-
us digalakkan di Buton
Selatan melalui pelatihan
imam masjid dan da’i
yang diselenggarakan pe-
merintah daerah bersama
Yayasan Muadz Kendari.
Program ini mendapat
apresiasi dari Kementeri-
an Agama Buton Selatan
karena dinilai strategis
dalam menjawab kebutu-
han masyarakat akan figur
imam dan da’i yang kom-
peten.

_— /_
AT ESIA

Kepala Kementri-
an Agama Buton Sela-
tan Khalifah SPd MPd
melalui Kepala Subbagian
Tata Usaha Kemenag Bu-
ton Selatan Muhammad
Ilham Ibnu Wahid,S.Si
menegaskan  pentingnya
kaderisasi dalam menjaga
keberlanjutan peran imam
di masa depan. Ia menilai
regenerasi menjadi tan-
tangan utama yang harus
segera diatasi.

“Kita memang masih
menghadapi keterbatasan
dalam regenerasi imam.
Idealnya, generasi muda
juga ikut ambil bagian da-
lam pelatihan ini,” ujarn-

ya.

Dalam  pelaksanaan
kegiatan, sebagian besar
peserta diketahui berasal
dari kalangan usia lanjut.
Kondisi tersebut menun-
jukkan adanya kesenjan-
gan regenerasi yang perlu
ditangani melalui program
pembinaan yang lebih ter-
arah.

Menurut Ilham, salah
satu solusi yang dapat di-
tempuh adalah dengan
membuat segmentasi pela-
tihan, termasuk program
khusus pengkaderan calon
imam muda. Langkah ini
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Bantuan PKK Buton Tengah dan Kemensos
Ringankan Beban Warga Korban Kebakaran
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Laporan: Ardi

BUTON  TENGAH,
BP- Kecamatan Lakudo,
Kabupaten Buton Ten-
gah, menerima penyalu-
ran bantuan logistik dan
sosial dari Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kes-
ejahteraan Keluarga (TP-
PKK) bersama Kemen-
terian Sosial RI, Jumat
(10/04/2026). Bantuan
tersebut menyasar korban
kebakaran serta warga
penerima program sosial
sebagai bagian dari upaya
memperkuat jaring pen-
gaman sosial di daerah.

Penyaluran  bantuan

dipimpin langsung oleh
Ketua TP-PKK Buton
Tengah, Umi Noranah
Azhari, S.Pd, yang hadir
bersama jajaran pemerin-
tah daerah dan perwakilan
Sentra Meohai Kendari.
Kegiatan ini menjadi ba-
gian dari kesinambungan
program sosial yang se-
belumnya dilaksanakan di
Kecamatan Gu.

Sebanyak empat kel-
uarga korban kebakaran
menjadi penerima bantuan
logistik. Mereka berasal
dari Desa Onewara seban-
yak tiga keluarga dan satu
keluarga dari Desa Wara.
Bantuan yang disalurkan
berupa kebutuhan dasar

Lakudo melalui Program ATENSI

m,

untuk membantu pemuli-
han pascabencana.

Selain itu, sebanyak 24
warga Lakudo juga me-
nerima bantuan melalui
Program Asistensi Reha-
bilitasi Sosial (ATENSI).
Program ini bertujuan
meningkatkan kualitas
hidup kelompok rentan
melalui dukungan sosial
yang berkelanjutan.

Umi Noranah Azhari
menegaskan bahwa ke-
hadiran TP-PKK di ten-
gah masyarakat bukan
sekadar menjalankan pro-
gram rutin, melainkan se-
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Sekda Baubau La Ode Darusalam Dorong Tata
Kelola Data Modern lewat Akselerasi EPSS

Laporan: Prasetio

BAUBAU, BP-Pe-
merintah Kota Baubau
mempercepat pemenuhan
dokumen Evaluasi Penye-
lenggaraan Statistik Sek-
toral (EPSS) Tahun 2026
melalui Rapat Koordinasi
dan Monitoring-Evaluasi
(Monev) terpadu yang di-
gelar di aula Dinas Komin-
fo Kota Baubau, Kamis
(16/04/2026). Langkah ini
dilakukan untuk memasti-
kan tata kelola data daerah
semakin berkualitas dan
mendukung  perumusan
kebijakan berbasis bukti.

Kegiatan tersebut mel-
ibatkan seluruh organisasi
perangkat daerah (OPD)

serta didampingi Badan
Pusat Statistik (BPS) Kota
Baubau sebagai pembina
statistik sektoral. Fokus
utama kegiatan ini adalah
mempercepat kesiapan do-
kumen sekaligus mening-
katkan kualitas implemen-
tasi Satu Data Indonesia di
tingkat daerah.

Kepala BPS Kota Bau-
bau, Musdin, menegaskan
bahwa EPSS menjadi in-
strumen strategis dalam
menilai tingkat kematan-
gan penyelenggaraan
statistik sektoral. “Melalui
EPSS, kita dapat melihat
sejauh mana tata kelo-
la data di daerah berjalan
efektif, terstandar, dan

St |

mampu mendukung kebi-
jakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, BPS
siap memberikan pen-
dampingan dalam setiap
tahapan, mulai dari peny-
usunan dokumen hingga
evaluasi, guna memasti-
kan seluruh indikator ter-
penuhi secara optimal.

Secara historis, pen-
guatan statistik sektoral di
Indonesia mulai mendapat
perhatian serius sejak ter-
bitnya Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 ten-
tang Satu Data Indonesia.
Kebijakan ini mengadopsi
praktik global yang telah
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Kolaborasi Lintas Sektor, Pemkab Buton
Selatan-SMI Hadirkan Program Sosial,
Pengobatan Gratis dan Donor
Darah Digelar

dengan Rumah Sakit
Bahteramas, pelatihan
imam masjid, serta
donor darah yang di-
jadwalkan pada Sabtu.
Sekretaris  Daer-
ah Buton Selatan, La
Ode Harwanto, yang
membuka  kegiatan
tersebut menegaskan
pentingnya kolabora-
si lintas sektor dalam
menjawab kebutuhan
masyarakat. Menurut-
nya, sinergi menjadi
kunci utama dalam
menjaga keberlanju-
tan program sosial.
“Kolaborasi ini
menunjukkan bahwa
kebersamaan mampu
menghadirkan man-
faat nyata bagi mas-
yarakat, terutama da-
lam kondisi efisiensi
anggaran saat ini,a€
ujar La Ode Harwanto
dalam sambutannya.
[a juga menyam-
paikan bahwa Bupati
Buton Selatan tidak
dapat hadir pada pem-
bukaan kegiatan kare-
na menjalankan tugas
dinas di luar daerah.
Namun, kepala daer-
ah dijadwalkan akan
hadir pada penutupan
kegiatan sebagai ben-
tuk dukungan penuh

pemerintah.
Kegiatan ini turut
dihadiri Ketua TP

PKK Busel Sitti Nor-

ma Adios yang juga
menjabat sebagai Ket-
ua PMI Buton Sela-
tan, Ketua Yayasan
Sahabat Muadz Indo-
nesia Zaenal Mursa-
lin, unsur Forkopim-
da, kepala OPD, serta
para imam masjid
se-Kabupaten Busel.

Ketua Yayasan Sa-
habat Muadz Indone-
sia, Zaenal Mursalin,
menekankan bahwa
kegiatan ini  mer-
upakan bagian dari
komitmen lembagan-
ya dalam mendukung
pembangunan  sosial
berbasis kolaborasi.

“Kami  berharap
kegiatan ini tidak ha-
nya memberi manfaat
langsung, tetapi juga
memperkuat  jarin-
gan kerja sama an-
tara masyarakat dan
pemerintah  daerah,”
kata Zaenal.

Selain layanan
kesehatan, pelatihan
imam masjid men-
jadi salah satu fokus
kegiatan. Program
ini diarahkan untuk
meningkatkan  kap-
asitas sumber daya
keagamaan di tingkat
lokal agar mampu
menjawab tantangan
sosial di masyarakat.

Sementara itu, ke-
giatan donor darah
yang diinisiasi oleh

Sitti  Norma  Adi-
os diharapkan dapat
membantu memenuhi
kebutuhan stok dar-
ah di daerah. “Donor
darah ini adalah ben-
tuk kepedulian nya-
ta yang dampaknya
langsung  dirasakan
masyarakat,” ujarnya.

Secara historis,
kegiatan bakti sosial
terpadu seperti ini
telah menjadi bagian
penting dalam strate-

gi pelayanan publik di
Indonesia. Sejak era
2000-an, kolabora-

si antara pemerintah
dan organisasi mas-
yarakat sipil semakin
diperkuat, terutama
pascareformasi yang
mendorong partisipasi
publik dalam pemban-
gunan.

Di tingkat nasion-
al, program pelayanan
kesehatan gratis dan
donor darah juga
menjadi bagian dari
gerakan kemanusiaan
yang melibatkan lem-
baga seperti Palang
Merah Indonesia
(PMI), yang berdiri
sejak 1945 dan terus
berperan dalam pen-
anganan krisis kese-
hatan dan bencana.

Sementara secara
global, konsep kolab-
orasi lintas sektor da-
lam pelayanan sosial

dikenal luas melalui
pendekatan communi-
ty-based development
yang banyak diter-
apkan sejak dekade
1990-an oleh berbagai
lembaga internasional
untuk meningkatkan
kesejahteraan ~ mas-
yarakat.

Kegiatan bakti so-
sial terpadu di Bu-
ton Selatan ini men-
jadi contoh konkret
bagaimana pendeka-
tan tersebut diimple-
mentasikan di ting-
kat daerah, dengan
menggabungkan  as-
pek kesehatan, sosial,
dan keagamaan dalam
satu program terpadu.

Pemerintah Kabu-
paten Buton Selatan

juga menyampaikan
apresiasi kepada
Yayasan Sahabat

Muadz Indonesia atas
kontribusi dan keper-
cayaan yang diberikan
dalam  pelaksanaan
kegiatan tersebut.

Melalui  kegiatan
ini, diharapkan siner-
gi antara pemerintah
daerah, lembaga so-
sial, dan masyarakat
dapat terus diperkuat
guna mendukung
pembangunan  yang
inklusif dan berkelan-
jutan di Buton Sela-
tan.(*)

Kemenag Buton Selatan Apresiasi Program Pembinaan
Imam dan Da’i Berbasis Sanad Yang Dilakukan Pemda
Busel dan Yayasan Muadz Kendari

dinilai penting agar
tidak terjadi kekoson-
gan imam di tengah
masyarakat di masa
mendatang.
“Pembinaan ti-
dak cukup dilakukan
satu kali, tetapi harus
berkesinambungan
agar manfaatnya be-
nar-benar dirasakan,”
katanya menegaskan.
Selain aspek re-
generasi,  pelatihan
dad€™i juga menjadi

fokus utama dalam
kegiatan tersebut.
Kemenag menilai

kualitas dakwah san-
gat dipengaruhi oleh
kemampuan metode

penyampaian  pesan
keagamaan  kepada
masyarakat.

“Dakwah tidak ha-
nya soal materi, tetapi
juga bagaimana cara
menyampaikan pesan
agar mudah dipahami
dan diterima,” ujar II-
ham.

Sementara itu,
pelatihan imam mas-
jid tidak hanya meni-
tikberatkan pada ke-
mampuan membaca

Al-Qur’an, tetapi juga
aspek kepemimpinan
dan pembinaan umat.
Imam diharapkan
mampu menjadi ruju-
kan keagamaan seka-
ligus penggerak sosial
di lingkungan mas-
ing-masing.

Salah satu keung-
gulan pelatihan ini
adalah penerapan
metode  pembelaja-
ran bacaan Al-Fa-
tihah dengan sanad
yang bersambung.
Pendekatan ini diang-
gap penting karena
Al-Fatihah  merupa-
kan rukun dalam salat
yang menentukan ke-
absahan ibadah.

“Pelatihan ini spe-
sial karena bacaan
Al-Fatihah diajarkan
dengan sanad yang
jelas  dan bersam-
bung,” katanya.

Secara umum,
pelaksanaan kegiatan
berjalan lancar dan
mendapat respons
positif dari peserta.
Testimoni yang diter-
ima menunjukkan
adanya peningkatan
kapasitas, baik dalam
pemahaman keag-

amaan maupun teknik
berdakwah.

Kemenag  Buton
Selatan juga men-
dorong  keterlibatan

lebih luas dari berb-
agai lembaga keag-
amaan untuk mem-
perluas jangkauan
program pembinaan
di seluruh wilayah ka-

bupaten.
Dalam konteks
historis, pembinaan

imam dan dai di In-
donesia telah men-
jadi bagian penting

dari  pembangunan
keagamaan sejak era
awal  kemerdekaan.

Kementerian Agama
yang dibentuk pada
1946 memiliki mandat
untuk meningkatkan
kualitas  kehidupan
beragama, termasuk
melalui  pendidikan
dan pelatihan tokoh
agama.

Di tingkat global,
tradisi  pengkaderan
ulama dan imam tel-
ah berlangsung sejak
berabad-abad lalu,
terutama di pusat-pu-
sat peradaban Islam
seperti Kairo dan Me-
kkah, di mana sistem

sanad menjadi fon-
dasi dalam menjaga
otoritas keilmuan dan
keabsahan ajaran.

Mengacu pada
praktik tersebut, pela-
tthan imam berbasis
sanad yang diterap-
kan di Buton Selatan
dinilai sejalan dengan
tradisi keilmuan Is-
lam yang telah men-
gakar kuat secara in-
ternasional.

Kemenag berharap
para peserta pelati-
han dapat menjadi
agen perubahan den-
gan menularkan ilmu
yang diperoleh kepa-
da masyarakat luas.

“Harapannya, pe-
serta yang sudah di-
latth bisa menjadi
pelatih bagi yang lain
di wilayahnya mas-
ing-masing,”  tutup
[Tham.

Program ini di-
harapkan menjadi
langkah awal menu-
ju penguatan eko-
sistem  keagamaan
yang inklusif, berke-
lanjutan, dan mampu
menjawab tantangan
zaman.(*)
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Sekda Baubau La Ode Darusalam
Dorong Tata Kelola Data Modern lewat
Akselerasi EPSS

telah lebih dahulu dit-
erapkan di berbagai
negara maju, seperti
konsep open data gov-
ernment di Inggris dan
Amerika Serikat yang
menekankan transpar-
ansi serta interopera-
bilitas data.

Di tingkat in-
ternasional, Bank
Dunia dan Perseri-
katan Bangsa-Bang-
sa (PBB) juga men-
dorong pemanfaatan
data berkualitas se-
bagai fondasi penca-
paian Tujuan Pemba-
ngunan Berkelanjutan
(SDGs). Dalam kon-
teks tersebut, EPSS
menjadi bagian dari
upaya Indonesia un-
tuk  menyelaraskan
tata kelola data nasi-
onal dengan standar
global.

Sekretaris  Daer-
ah Kota Baubau, La
Ode Darus Salam,
dalam sambutannya
menekankan  bahwa
data kini bukan lagi
sekadar pelengkap ad-
ministratif, melainkan
aset strategis pemban-
gunan daerah.

“Pemerintah ti-
dak bisa lagi bekerja
berdasarkan asumsi.
Semua kebijakan ha-
rus berbasis data yang
akurat, mutakhir, dan

dapat dipertanggung-
jawabkan,” tegasnya.
la juga menyoroti
pentingnya  kualitas
data yang dihasil-
kan OPD, termasuk
kelengkapan metadata
dan penggunaan kode
referensi yang serag-
am agar dapat diinte-
grasikan secara efektif
antar-instansi.

Menurutnya,  ke-
berhasilan EPSS ti-
dak hanya diukur
dari kelengkapan do-
kumen, tetapi juga
dari sejauh mana data
tersebut benar-benar
dimanfaatkan dalam
proses  perencanaan
dan pengambilan
keputusan.

“Melalui  monev
terpadu ini, kita ingin
memastikan ~ bahwa
prosesnya tidak seka-
dar formalitas, tetapi
benar-benar mencer-
minkan kondisi riil di
lapangan,” ujarnya.

Peran Dinas
Kominfo Kota Bau-
bau sebagai wali data
turut menjadi per-
hatian dalam forum
tersebut. Kominfo di-
tuntut menjadi koor-
dinator utama dalam
integrasi data, valida-
tor kualitas, sekaligus
fasilitator peningkatan
kapasitas OPD.

Dengan posi-

si strategis tersebut,
Kominfo diharapkan
mampu memastikan
seluruh data daerah
tersusun secara siste-
matis, terstandar, dan
mudah diakses oleh
pemangku kepentin-
gan.

Sekda juga men-
gajak seluruh OPD
untuk  memperkuat
komitmen dan
meningkatkan kolab-
orasi lintas sektor. la
menilai, keberhasi-
lan EPSS merupakan
hasil kerja bersama
yang memerlukan ke-
terbukaan dalam men-
yampaikan kendala di

lapangan.
“Jika ada ham-
batan, sampaikan

secara terbuka agar
kita bisa merumuskan

solusi dan rencana
aksi yang konkret,”
katanya.

Melalui akselerasi
ini, Pemerintah Kota
Baubau  menarget-
kan peningkatan nilai
EPSS sekaligus mem-
perkuat fondasi pem-
bangunan  berbasis
data yang berkelan-
jutan, sejalan dengan
arah kebijakan nasi-
onal dan tren global
dalam tata kelola pe-
merintahan modern.

*)

Bantuan PKK Buton Tengah dan
Kemensos Ringankan Beban Warga
Korban Kebakaran Lakudo melalui

Program ATENSI

sosial yang nyata.
“Kehadiran kami di
sini sebagai TP-PKK
Buton Tengah adalah
bentuk perhatian tu-
lus kami kepada mas-

yarakat. Kami ingin
memastikan bahwa
warga tidak merasa

sendiri dalam mengh-
adapi musibah,” ujarn-
ya.

la juga menyam-
paikan duka cita men-
dalam kepada para
korban kebakaran dan
berharap mereka diber-
ikan ketabahan da-
lam menghadapi ujian
tersebut.

“Kami turut berdu-
ka atas musibah ini.
Semoga Bapak dan Ibu
yang terdampak senan-
tiasa diberikan kesaba-
ran dan kekuatan,” kata
Umi Noranah.

Lebih lanjut, ia
mengapresiasi respons
cepat Kementerian So-
sial RI melalui Sentra
Meohai Kendari yang
dinilai sigap dalam
menyalurkan bantuan
hingga ke tingkat mas-
yarakat.

“Saya mengucapkan
terima kasih kepada
Kementerian  Sosial,
khususnya Sentra Meo-
hai Kendari, yang telah

memastikan  bantuan
ini tepat sasaran,” tam-
bahnya.

Kepala Dinas So-
sial Buton Tengah, Dra.

Nurlia Husuni, M.Si,
yang turut hadir da-
lam kegiatan tersebut
menekankan penting-
nya kolaborasi antara
pemerintah pusat dan
daerah dalam penanga-
nan bencana sosial.

Menurutnya, siner-
gi lintas sektor menja-
di faktor utama dalam
mempercepat distribusi
bantuan dan memas-
tikan keberlanjutan
program kesejahteraan
sosial.

Secara historis, pro-
gram bantuan sosial di
Indonesia telah men-
galami perkembangan
signifikan sejak era
reformasi, terutama
setelah penguatan per-
an Kementerian So-
sial dalam penanganan
bencana dan perlindun-
gan kelompok rentan.
Program seperti ATEN-
SI menjadi salah satu
inovasi yang mengin-
tegrasikan layanan so-
sial berbasis kebutuhan
individu.

Di tingkat global,
pendekatan bantuan so-
sial terpadu juga telah
diterapkan di berbagai
negara sebagai bagian
dari sistem perlindun-
gan sosial. Lembaga
internasional  seperti
Bank Dunia dan Perser-
ikatan Bangsa-Bangsa
mendorong penguatan
social safety net untuk

mengurangi  dampak
kemiskinan dan ben-
cana.

Di Indonesia sendi-
ri, berbagai bencana
kebakaran permukiman
masih  menjadi tan-
tangan, terutama di
wilayah dengan kepa-
datan hunian tinggi dan
keterbatasan infrastruk-
tur. Oleh karena itu, ke-
hadiran bantuan cepat
menjadi krusial dalam
meminimalkan dampak

sosial dan ekonomi
bagi masyarakat ter-
dampak.

Kegiatan di Lakudo
ini dihadiri oleh unsur
pemerintah kecamatan
dan desa setempat, ser-
ta perwakilan Sentra
Meohai Kendari yang
turut memastikan pros-
es distribusi berjalan
lancar.

Melalui penyaluran
bantuan ini, diharapkan
masyarakat terdampak
dapat segera bangkit
dan melanjutkan ak-
tivitas kehidupan se-
hari-hari, sekaligus
memperkuat solidaritas
sosial di tengah komu-
nitas.

Langkah ini juga
menjadi bagian dari
upaya pemerintah da-
lam menjaga stabilitas
sosial dan meningkat-
kan kesejahteraan mas-
yarakat secara berke-
lanjutan di Kabupaten
Buton Tengah.(*)
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Baleg DPR Sepakati 5 RUU Baru dan
Evaluasi Prolegnas 2026

Baleg DPR Sepakati 5 RUU Baru dan Evaluasi Prolegnas 2026

Laporan: Alwan

JAKARTA,
BP-Dewan Per-
wakilan Rakyat
(DPR) bersama pe-
merintah menyepa-
kati  penambahan
lima rancangan
undang-undang
(RUU) baru da-
lam daftar Program
Legislasi Nasional
(Prolegnas) Priori-
tas 2026. Kesepaka-
tan tersebut diambil
dalam Rapat Pleno
Badan Legislasi
(Baleg) DPR yang
berlangsung pada
Rabu (15/4), se-
bagai bagian dari
evaluasi berkala
agenda legislasi na-
sional.

Selain  penam-
bahan RUU, rapat
juga menyoroti ke-
berlanjutan  status
kekhususan Provin-
si Aceh yang akan
berakhir pada 2027.
Hal ini menjadi per-
hatian karena ber-
kaitan dengan masa
berlaku dana oto-
nomi khusus yang
telah berjalan sejak
2007.

Wakil Ketua Ba-
leg DPR, Ahmad
Doli Kurnia, me-
negaskan  bahwa
pembahasan men-
genai perpanjangan
kekhususan  Aceh
telah mencapai
kesepakatan awal.
“Kita sudah sepakat
akan memperpan-
jang  kekhususan
pemerintahan Aceh
ini, termasuk dana
otonomi  khusus,”
uyjarnya dalam ra-
pat.

[a menambahkan
bahwa  pembaha-
san lanjutan akan
difokuskan  pada
besaran dana oto-

nomi khusus yang
akan diberikan ke
depan. Menurutn-
ya, aspek tersebut
penting untuk men-
jamin kesinambun-
gan pembangunan
di Aceh.

Sejalan den-
gan itu, Ketua
Baleg DPR, Bob
Hasan, menilai Un-
dang-Undang No-
mor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintah-
an Aceh sudah tidak
lagi relevan dengan
perkembangan saat
ini. “Ini harus be-
nar-benar kita ram-
pungkan pada kes-
empatan ini,” kata
Bob dalam rapat se-
belumnya.

Dalam  konteks
evaluasi Prolegnas,
Bob Hasan men-

jelaskan bahwa
pembaruan  daftar
prioritas  merupa-

kan hal yang wajar
dilakukan  secara
berkala. “Tidak
apa-apa tiga bulan
sekali juga evaluasi,
tidak ada masalah,”
ujarnya.

Dari hasil evalu-
asi tersebut, disepa-
kati lima RUU baru
yang masuk dalam
Prolegnas  Prior-
itas 2026. Empat
RUU berasal dari
usulan DPR, yaitu
RUU  Perumahan
dan Kawasan Per-
mukiman, RUU
Penyiaran,  RUU
Profesi Kurator,
serta RUU Perlind-
ungan dan Penge-
lolaan Lingkungan
Hidup. Sementara
satu RUU lainnya,
yakni RUU tentang
Pelelangan, berasal
dari pemerintah.

Selain  penam-
bahan RUU, Baleg
DPR juga menyetu-

jui perubahan no-
menklatur RUU
Masyarakat ~ Hu-
kum Adat menjadi
RUU  Masyarakat
Adat.  Perubahan
ini dilakukan un-
tuk menyesuaikan
pendekatan hukum

dengan  dinamika
sosial yang berkem-
bang.

Tidak hanya itu,
terjadi pula peruba-
han status pengu-
sul terhadap RUU
Narkotika dan
Psikotropika yang
kini menjadi inisiat-
if DPR, dar1 sebel-
umnya merupakan
usulan pemerintah.

Bob Hasan me-

negaskan  bahwa
seluruh hasil kes-
epakatan  tersebut

akan dibawa ke ra-
pat paripurna DPR
untuk disahkan.
“Nanti tentunya
akan kita bacakan
dalam rapat pari-
purna mendatang,”
ujarnya.

Secara historis,
Prolegnas mer-
upakan instrumen
perencanaan  leg-
islasi  yang mu-
lai diperkuat se-
jak berlakunya
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pem-
bentukan Peraturan
Perundang-undan-
gan.  Mekanisme
ini dirancang untuk
memastikan bahwa
pembentukan  un-
dang-undang ber-
jalan lebih terarah,
sistematis, dan ses-
uai kebutuhan nasi-
onal.

Dalam  praktik
internasional, per-
encanaan legislasi

serupa juga diter-
apkan di berbagai
negara. Misalnya,

Amerika  Serikat
melalui agenda leg-
islasi tahunan Kon-
gres, serta Inggris
dengan  program
legislasi  pemerin-
tah yang diumum-
kan dalam “Queen
Speech” Model
ini  menunjukkan
pentingnya peren-
canaan hukum yang
terstruktur  dalam
sistem  demokrasi
modern.

Sementara  itu,
terkait Aceh, kekhu-
susan daerah terse-
but berakar dari
kesepakatan damai
antara Pemerintah
Indonesia dan Ger-
akan Aceh Merde-
ka dalam Perjanji-
an Helsinki tahun
2005. Kesepakatan
itu menjadi dasar la-
hirnya Undang-Un-
dang Pemerintahan
Aceh pada 2006,
yang mengatur oto-
nomi khusus dan
distribusi dana
pembangunan.

Dengan  adan-
ya evaluasi dan
penambahan RUU
baru ini, DPR ber-
harap proses leg-
islasi ke depan se-
makin  responsif
terhadap kebutuhan
masyarakat  serta
mampu menjawab
tantangan pemban-
gunan nasional se-
cara komprehensif.

Kesepakatan
tersebut sekaligus
mencerminkan up-
aya DPR dan pe-
merintah dalam
menjaga kesinam-
bungan kebijakan
hukum, baik dalam
skala nasional mau-
pun dalam konteks
kekhususan daerah
seperti Aceh.(*)
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Gubernur Aceh Mualem Tekankan
Kenaikan Dana Otsus 2,5 Persen
untuk Pemulihan Daerah, DPR Janjikan
Penyelesaian Tahun Ini

ERINTAH ACEH

Gubernur Aceh Mualem
tuk Pemulihan Daerah, DPR Janjikan Penyelesaian Tahun Ini

Laporan: Radit

JAKARTA-Pemer-
intah Aceh kemba-
li menyoroti urgensi
percepatan revisi Un-
dang-Undang Pemer-
intahan Aceh (UU PA)
yang dinilai penting
untuk memperkuat
pembangunan daerah
sekaligus memastikan
keberlanjutan ~ dana
otonomi khusus (ot-
sus). Dalam pemba-
hasan terbaru bersama
Badan Legislasi (Ba-
leg) DPR, Gubernur
Aceh Muzakir Manaf
atau Mualem mengu-
sulkan kenaikan dana
otsus menjadi 2,5
persen.

Pertemuan  terse-
but berlangsung di
Gedung Anjong Mon
Mata, Kompleks Pen-
dopo Gubernur Aceh,
pada Kamis (16/4), ke-
tika rombongan Baleg
DPR melakukan kun-
jungan kerja ke Aceh
untuk membahas revi-
si regulasi tersebut.

Mualem me-
nekankan bahwa per-
cepatan revisi UU PA
harus segera dilaku-
kan agar tidak meng-
hambat program pem-
bangunan, terutama
pemulihan  wilayah
pascabencana  yang
masih menjadi tantan-
gan di Aceh.

“Kalau bisa sebe-
lum Agustus, paling
lambat Juli sudah sele-
sai,” ujar Mualem da-
lam pertemuan terse-
but, menegaskan target
waktu  penyelesaian
revisi undang-undang.

Ia juga menyam-
paikan bahwa pen-
ingkatan dana otsus

menjadi 2,5 persen
diperlukan untuk
memperkuat ke-
mampuan fiskal

daerah dalam men-
jalankan program re-
habilitasi dan rekon-
struksi.
“Harapannya, re-
visi ini bisa menga-
komodasi  kebutu-
han Aceh, termasuk

penambahan  dana
otsus 2,5 persen un-
tuk pemulihan,” kata
Mualem.

Usulan tersebut
tidak terlepas dari
konteks historis

Aceh sebagai daerah
dengan status kekhu-
susan. Otonomi khu-
sus Aceh sendiri la-
hir dari kesepakatan
damai Helsinki ta-
hun 2005 antara Pe-
merintah Indonesia
dan Gerakan Aceh
Merdeka  (GAM),
yang menjadi tong-
gak penting stabili-
tas politik di wilayah
tersebut setelah
konflik panjang.
Selain itu, sta-
tus otonomi khusus
Aceh juga diperkuat
melalui Undang-Un-
dang Nomor 11 Ta-
hun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh,
yang  memberikan
kewenangan lebih
luas dalam penge-
lolaan sumber daya
dan fiskal daerah,
termasuk dana ot-
sus yang selama ini

menjadi  instrumen
pembangunan  uta-
ma.

Dalam sejarah ke-
bijakan desentralisa-
si Indonesia, skema
otonomi khusus juga
diterapkan di Pap-
ua sebagai bagian
dari upaya menjaga
integrasi  nasional
sekaligus menjawab
ketimpangan pem-
bangunan antar-
wilayah.

Sementara itu, di
tingkat global, kon-
sep otonomi khusus
juga dikenal di be-
berapa wilayah sep-
erti Skotlandia di In-
ggris dan Quebec di
Kanada, yang diberi

kewenangan fiskal
dan administratif
lebih besar untuk

mengelola kepentin-
gan daerahnya mas-
ing-masing.

Ketua Baleg DPR
Bob Hasan menya-
takan bahwa pihakn-

Tekankan Kenaikan Dana Otsus 2,5 Persen un-

——

ya telah menyiapkan
drafrevisi yang men-
cakup wusulan per-
panjangan sekaligus
peningkatan dana ot-
sus Aceh.

“Kami sudah
menyusun draf 2,5
persen, tetapi itu
tetap perlu dibicara-
kan lebih lanjut oleh
Gubernur  dengan
Presiden,” ujar Bob
Hasan.

la  menegaskan
bahwa pembahasan
revisi UU Pemerin-
tahan Aceh ditarg-
etkan selesai dalam
tahun berjalan sesuai
kesepakatan antara
legislatif dan ekse-
kutif.

Menurut Bob,
salah  satu  poin
penting dalam re-
visi tersebut adalah
penguatan kepastian
hukum terkait keber-
lanjutan dana otsus
agar tidak lagi bersi-
fat terbatas waktu.

Baleg DPR juga
mengusulkan  agar
skema dana otsus
tidak dibatasi jang-
ka waktu tertentu
selama Aceh masih
berstatus daerah oto-
nomi khusus, sehing-
ga memberikan ke-
pastian fiskal jangka
panjang bagi pemba-
ngunan daerah.

Revisi UU Pe-
merintahan Aceh
ini dinilai menjadi
momentum pent-
ing untuk memas-
tikan keberlanjutan
pembangunan  pas-
cakonflik sekaligus
memperkuat stabili-
tas ekonomi daerah
di tengah dinamika
nasional.

Dengan demikian,
pembahasan antara
DPR dan Pemerin-
tah Aceh tidak hanya
menyangkut  aspek
fiskal, tetapi juga
menyentuh dimensi
politik, sejarah, dan
keberlanjutan perda-
maian di Tanah Ren-

cong.(*)
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Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
pada Tahun 2026 Rp. 1.389.956.045.987.

REALISASI

Total Realisasi Kuartal Pertama Tahun 2026
Januari-Maret Rp. 362.105.659.669

PERSENTASE

Total Persentase Capaian Kuartal Pertama Tahun 2026

Januari - Maret 26.05%

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Ki-
nerja Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Provin-
si Sulawesi Tenggara
(Sultra) pada kuartal
pertama tahun 2026
menunjukkan ha-
sil  menggembirakan
dengan capaian yang
melampaui target yang
telah ditetapkan. Ke-
berhasilan ini menjadi
indikator awal yang
kuat terhadap penge-
lolaan fiskal daerah di
awal tahun anggaran.

Capaian  tersebut
tidak hanya mencer-
minkan peningkatan
angka pendapatan,
tetapi juga menegas-
kan efektivitas strategi
yang diterapkan pe-
merintah daerah dalam
mengoptimalkan  po-
tensi sumber-sumber
pendapatan. Berbagai
sektor dinilai berkon-
tribusi signifikan da-
lam mendorong real-
isasi PAD di triwulan
pertama.

Secara historis,
capaian PAD yang
melampaui target pada
awal tahun bukan hal
yang mudah dica-
pai. Secara nasional,
banyak daerah baru
mampu  mencapai
target pada pertenga-
han hingga akhir ta-
hun anggaran. Bah-
kan, dalam beberapa
tahun terakhir, tren
global menunjukkan
bahwa  pemulihan
ekonomi pascapan-

demi masih memen-
garuhi kemampuan
fiskal daerah di berb-
agai negara.
Keberhasilan Sul-
tra ini, menurut se-
jumlah  pengamat
ckonomi daerah,
menunjukkan adan-

ya perbaikan tata
kelola keuangan
serta  peningkatan

kepatuhan wajib pa-
jak dan retribusi. Se-
lain itu, digitalisasi
layanan ~ pendapa-
tan juga dinilai ber-
peran penting da-
lam  meningkatkan
efisiensi dan trans-
paransi.

“Ini bukan seka-
dar angka, tetapi
bukti nyata bahwa
kerja sama yang sol-
id dan strategi yang
tepat mampu meng-
hasilkan capaian
yang optimal,” ujar
salah satu pejabat
daerah dalam ket-
erangannya, meng-
gambarkan  keber-
hasilan tersebut.

Dari sisi waktu,
pencapaian ini ter-
jadi pada periode
Januari hingga Ma-
ret 2026, yang mer-
upakan fase awal
pelaksanaan pro-
gram kerja tahunan.
Pada periode ini, bi-
asanya realisasi PAD
masih berada pada
tahap awal, sehingga
capaian di atas tar-
get menjadi catatan
positif tersendiri.

Adapun  faktor

utama yang men-
dorong  peningka-
tan PAD antara lain
optimalisasi  pajak
daerah,  peningka-
tan retribusi layanan
publik, serta pen-
guatan pengawasan
terhadap potensi ke-
bocoran pendapatan.
Pendekatan berbasis
data dan evaluasi
berkala juga menjadi
bagian dari strategi
yang diterapkan.

“Kolaborasi an-
tarorganisasi perang-
kat daerah menjadi
kunci utama dalam
menjaga ritme Kker-
ja dan memastikan
setiap target dapat
dicapai secara mak-
simal,” ungkap sum-
ber tersebut dalam
kutipan lainnya.

Jika  dibanding-
kan dengan capaian
tahun-tahun  sebel-
umnya, tren pertum-
buhan PAD Sultra
pada awal tahun ini
menunjukkan pen-
ingkatan yang cukup
signifikan. Hal ini se-
jalan dengan upaya
pemerintah  daerah
dalam memperkuat
fondasi ekonomi lo-
kal, termasuk sektor

perdagangan, jasa,
dan sumber daya
alam.

Secara  interna-
sional, lembaga
keuangan seperti

IMF dan Bank Dun-
la mencatat bahwa
daerah yang mampu
menjaga konsisten-

si kebijakan fiskal
sejak awal tahun
cenderung memiliki
ketahanan ekonomi
yang lebih  baik
sepanjang tahun ber-
jalan. Kondisi ini
tampaknya  mulai
tercermin pada kin-
erja Sultra saat ini.
“Ke depan, tanta-
ngan terbesar adalah
menjaga konsistensi
dan  meningkatkan
capaian agar lebih
optimal pada kuartal
berikutnya,” ujar pe-
jabat tersebut, men-
egaskan pentingnya
keberlanjutan kiner-
a.
: Pemerintah daer-
ah pun diharapkan
dapat mempertah-
ankan  momentum
positif ini melalui
inovasi  kebijakan,
peningkatan pe-
layanan publik, ser-
ta penguatan sinergi
lintas sektor. Den-
gan demikian, target
tahunan PAD dapat
tercapai bahkan ber-
potensi melampaui
ekspektasi.
Keberhasilan
pada kuartal perta-
ma ini menjadi pija-
kan awal yang pent-
ing bagi Sulawesi
Tenggara untuk ter-
us mendorong per-
tumbuhan ekonomi
daerah dan mening-
katkan kesejahteraan
masyarakat  secara
berkelanjutan.(*)
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Kemkomdigi Dalami Perbedaan Rating
Usia dan Konten Gim

-

Pemerintah melalui Kementerian Kor‘huniksi dan Digitl (Kemkomdigi)

memastikan penguatan pelindungan konsumen digital

Laporan: Mashuri

JAKARTA, BP-Pe-
merintah melalui Ke-
menterian Komunikasi
dan Digital (Kemkom-
digi) memastikan
penguatan  pelindun-
gan konsumen digital
dengan  mendalami
ketidaksesuaian antara
klasifikasi usia dan
konten sejumlah gim
pada platform Steam.
Langkah ini diambil
sebagai respons atas
temuan yang berpo-
tensi membingungkan
masyarakat, Kkhusus-
nya orang tua dalam
menilai kelayakan gim

bagi anak.

Upaya tersebut
merupakan bagian
dari implementasi

regulasi terbaru, ter-
masuk Peraturan Pe-
merintah Nomor 17
Tahun 2025 tentang
Tata Kelola Penye-
lenggaraan Sistem
Elektronik dalam Pe-
lindungan Anak. Atur-
an ini mempertegas
kewajiban  penyedia
platform digital dalam
menghadirkan sistem
klasifikasi yang akurat
dan transparan.

Sebagai tindak
lanjut, Kemkomdigi
melakukan  investi-

gasi menyeluruh yang
mencakup mekanisme
klasifikasi pada plat-
form serta proses
produksi konten oleh
pengembang gim. Pe-
meriksaan ini dilaku-
kan untuk memastikan
keselarasan antara rat-
ing usia dan isi per-
mainan yang dikon-
sumsi pengguna.
Direktur Pengem-

bangan Ekosistem
Digital Direktorat
Jenderal  Ekosistem

Digital, Sonny Hendra
Sudaryana, menegas-
kan pentingnya sistem
klasifikasi sebagai in-
strumen perlindungan
masyarakat. a€eeKlas-
ifikasi usia bukan seka-
dar label, tetapi pan-
duan utama bagi orang
tua dalam memasti-
kan anak mengakses
konten yang sesuai,a€
ujarnya di Jakarta, Se-
lasa (7/4/2026).

Menurut Sonny,
penerapan Indonesia
Game Rating System
(IGRS) menjadi tong-
gak penting dalam tata
kelola industri gim na-
sional. Ia menyebut,
regulasi tersebut telah
melalui proses panjang
sejak 2014 sebelum
akhirnya diimplemen-
tasikan secara penuh
pada 2024.

“Setelah penantian
hampir satu dekade,
Indonesia kini memi-
liki sistem klasifikasi
gim yang setara den-
gan standar internasi-
onal,” kata Sonny. la
menambahkan bahwa
keberadaan  regulasi
ini memberikan kepas-
tian hukum bagi indus-
tri sekaligus perlind-
ungan bagi konsumen.

Dalam proses in-
vestigasi, Kemkom-
digi juga menjalin
komunikasi  intensif
dengan pihak Steam
untuk  mempercepat
klarifikasi. Kedua pi-
hak menelusuri konten
yang dinilai tidak se-
laras antara rating dan
substansi gim.

Sebagai  langkah
awal mitigasi, Steam
telah menurunkan
daftar rating gim yang
dianggap bermasalah.
Tindakan ini dilaku-
kan guna menghindari
kebingungan  publik
dan menjaga keper-
cayaan pengguna terh-
adap sistem klasifikasi
digital.

“Langkah cepat
ini penting agar mas-
yarakat tidak dirugikan
oleh informasi yang
tidak akurat,” ujar
Sonny. Ia menegas-
kan bahwa pemerintah
akan terus mengawasi
proses  penyesuaian
yang dilakukan oleh
platform.

Secara historis,
sistem klasifikasi gim
telah lama diterapkan
di berbagai negara.
Di Amerika Serikat,
misalnya, Entertain-
ment Software Rating
Board (ESRB) mulai
digunakan sejak 1994
sebagai respons terha-
dap kekhawatiran pub-
lik terhadap konten

kekerasan dalam gim.
Sementara di Eropa,
sistem PEGI (Pan Eu-
ropean Game Infor-
mation) diperkenalkan
pada 2003 untuk mem-
berikan panduan seru-
pa bagi konsumen.
Indonesia  sendi-
ri baru mengadopsi
sistem klasifikasi gim
secara komprehensif
melalui IGRS yang
diatur dalam Peratur-
an Presiden Nomor
19 Tahun 2024 dan
Peraturan Menteri
Nomor 2 Tahun 2024.
Kehadiran  regulasi
ini menandai keseriu-
san pemerintah dalam

menghadirkan  eko-
sistem digital yang
aman.

Di tingkat nasion-
al, pertumbuhan in-
dustri gim yang pesat
juga menjadi faktor
pendorong penguatan
regulasi. Data menun-
jukkan bahwa jumlah
pengguna gim di Indo-
nesia terus meningkat
dalam satu dekade ter-
akhir, seiring dengan
penetrasi internet dan
perangkat digital.

Kemkomdigi me-
nilai bahwa ketidak-
sesuaian rating dapat
berdampak pada
perkembangan psikol-
ogis anak jika tidak
ditangani secara se-
rius. Oleh karena itu,
pengawasan terhadap
platform digital akan
terus ditingkatkan.

“Semua  langkah
ini kami lakukan demi
memastikan keluarga
Indonesia ~ memiliki
panduan yang jelas
dalam memilih konten
digital,” tutur Sonny.

Ke depan, pemerin-
tah akan memperkuat
koordinasi dengan
pelaku industri, terma-
suk pengembang gim
dan penyedia platform,
guna memastikan pen-
erapan sistem klasifi-
kasi berjalan konsisten
dan akuntabel.

Langkah ini di-
harapkan tidak hanya
meningkatkan per-

lindungan konsumen,
tetapi juga mendorong
pertumbuhan industri
gim nasional yang se-
hat dan berkelanjutan
di tengah persaingan
global.(¥*)
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WFH Setiap Jumat, Pemkab Buton
Tengah Dorong ASN Lebih Produktif,
Layanan Publik Dijaga Optimal

SENIN

SELASA
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RABU KAMIS

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menetapkan penyesuaian
lokasi kerja yang mengombinasikan bekerja di kantor (Work From
Office) dan bekerja dari rumah (Work From Home).
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Jadwal WFH: Dilaksanakan 1 hari dalam
seminggu, yaitu setiap hari Jumat.
WFO (Bekerja di Kantor) untuk hari Senin-Kamis.
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MINGGU B

Jadwal WFH: Dilaksanakan 1 hari dalam
seminggu, yaitu setiap hari Jumat.

& Jadwal WFH:
Dilaksanakan 1 hari dalam
seminggu, yaitu setiap
hari Jumat.

Pelaksanaan WFH dilakukan secara proporsional dan bergantian (misal:
50% staf WFO dan 50% WFH secara bergantian setiap minggunya)
untuk memastikan kantor tidak kosong.

MINGGU A

WFO: 50%

WFH: 50%

Laporan:Ardi

BUTON TEN-
GAH-Pemerintah Ka-
bupaten Buton Tengah
mulai menerapkan
sistem kerja fleksibel
bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) dengan
memberlakukan Work
From Home (WFH)
setiap hari Jumat. Ke-
bijakan ini merupakan
bagian dari transfor-
masi budaya kerja bi-
rokrasi yang bertujuan
meningkatkan  pro-
duktivitas  sekaligus
menjaga kualitas pe-
layanan publik.

Langkah tersebut
diambil sebagai tin-
dak lanjut atas Surat
Edaran Menteri Da-
lam Negeri Nomor
800.1.5/3349/SJ  ten-
tang Transformasi
Budaya Kerja ASN
yang berlaku secara
nasional. Implemen-
tasi kebijakan ini mu-
lai dijalankan pada
April 2026 di seluruh
perangkat daerah di
Buton Tengah.

Kepala daerah me-
negaskan bahwa kebi-
jakan ini tidak mengu-
rangi kualitas layanan
kepada  masyarakat.
“WFH bukan berarti
menurunkan  kinerja.
Justru ini mendorong
ASN bekerja lebih
adaptif dan berbasis
hasil,” ujar seorang
pejabat  pemerintah
daerah dalam keteran-

gannya.

Meski  demikian,
tidak seluruh unit ker-
ja dapat menerapkan
sistem kerja jarak jauh.
Pemerintah menetap-
kan sejumlah sektor
layanan publik tetap
bekerja dari kantor
atau Work From Office
(WFO) secara penuh
setiap hari kerja.

Unit yang wajib
WFO meliputi peja-
bat eselon III ke atas,
camat, lurah, dan
kepala desa. Selain
itu, layanan strategis
seperti administra-
si kependudukan dan
pencatatan sipil, per-
izinan melalui Mal Pe-
layanan Publik (MPP)
dan PTSP, serta sektor
kesehatan, pendidikan,
dan pendapatan daerah
tetap beroperasi secara
langsung.

Pelayanan kebersi-
han dan persampahan,
serta unit penanggu-
langan bencana dan
ketertiban umum juga
tidak termasuk dalam
skema WFH. Kebija-
kan ini diambil untuk
memastikan  layanan
dasar kepada mas-
yarakat tetap berjalan
tanpa gangguan.

Sementara itu,
perangkat daerah yang
bersifat administratif
dan pendukung diberi
ruang untuk mener-
apkan WFH secara
selektif. ~ Pengaturan
ini harus tetap mem-
pertimbangkan target
kinerja dan efektivitas
kerja masing-masing
organisasi  perangkat

daerah (OPD).

Untuk mendukung
implementasi kebija-
kan tersebut, Dinas
Komunikasi dan In-
formatika melakukan
penyesuaian  sistem
absensi melalui aplika-
si e-office. Hal ini me-
mungkinkan  penga-
wasan kehadiran ASN
tetap berjalan meski-
pun sebagian bekerja
dari luar kantor.

Kepala OPD di-
wajibkan  menyusun
pembagian jadwal
kerja ASN dan mel-
aporkannya  kepada
bupati melalui Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia
(BKPSDM). “Kami
minta seluruh OPD
disiplin dalam pelapo-
ran agar kebijakan ini
berjalan terukur,” kata
pejabat terkait.

Laporan  tersebut
harus disampaikan
paling lambat Rabu, 8
April 2026. Pemerin-
tah daerah juga akan
melakukan penga-
wasan secara berke-
lanjutan untuk memas-
tikan  implementasi
kebijakan berjalan se-
suai tujuan.

Secara historis, pola
kerja fleksibel seperti
WFH mulai diterapkan
secara luas di berbagai
negara sejak pandemi
COVID-19 pada 2020.
Negara-negara seperti
Amerika Serikat, Ing-
gris, dan Jepang men-
jadikan sistem kerja
hybrid sebagai standar
baru untuk mening-

katkan efisiensi kerja
dan keseimbangan ke-
hidupan pegawai.

Di Indonesia, kebi-
jakan serupa telah diu-
jicobakan di sejumlah
kementerian dan pe-
merintah daerah sejak
masa pandemi. Pemer-
intah pusat kemudi-
an mendorong trans-
formasi budaya kerja
ASN melalui regulasi
formal guna menjawab
tantangan digitalisasi
birokrasi.

Sejalan dengan tren
global tersebut, Buton
Tengah menjadi salah
satu daerah yang mu-
lai mengadopsi sistem
kerja hybrid secara
terstruktur. “Kami in-
gin mengikuti perkem-
bangan global tanpa
mengabaikan kebutu-
han lokal,” ujar peja-
bat daerah.

Dengan kebijakan
ini, Pemerintah Kabu-
paten Buton Tengah
berharap dapat mem-
bentuk budaya kerja
ASN yang lebih fleksi-
bel, produktif, dan ber-
orientasi pada hasil.
Selain itu, reformasi
ini diharapkan mampu
meningkatkan kepua-
san masyarakat terha-
dap pelayanan publik.

Ke depan, evaluasi
berkala akan dilaku-
kan untuk mengukur
efektivitas kebijakan
WFH ini. Pemerintah
tidak menutup kemu-
ngkinan  melakukan
penyesuaian  sesuai
dengan kebutuhan dan
dinamika pelayanan
publik di daerah.(*)
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Tingkatkan Literasi, OJK Sultra Gan-

deng Pemda Edukasi Warga Buteng

Laporan: Ardi

BUTON  TEN-
GAH, BP- Pemerin-
tah Kabupaten Bu-
ton Tengah bersama
Otoritas Jasa Keuan-
gan (OJK) Sulawesi
Tenggara menggelar
edukasi  keuangan
yang menekank-
an pentingnya ke-
waspadaan terhadap
investasi ilegal dan
pinjaman daring ti-
dak resmi. Kegiatan
tersebut berlangsung
di Aula Pancana,
Kantor Bupati Bu-
ton Tengah, Selasa
(7/4/2026), dengan
melibatkan pelajar,
perbankan, dan se-

jumlah  Organisasi
Perangkat  Daerah
(OPD).

Edukasi ini men-
jadi bagian dari up-
aya memperkuat
perlindungan  kon-
sumen di sektor jasa
keuangan,  seiring
meningkatnya kasus
penipuan berkedok
investasi di berbagai
daerah di Indonesia
dalam beberapa ta-
hun terakhir.

Asisten I  Sek-
retariat Daerah Bu-
ton Tengah, Ah-
mad Sabir, yang
membuka kegiatan
tersebut, menegas-
kan bahwa literasi
keuangan merupa-
kan fondasi penting
dalam mencegah
masyarakat terjebak
dalam praktik keuan-
gan ilegal.

“Tidak
masyarakat
telah mengakses
layanan  keuangan
memahami manfaat
dan risiko produk
yang digunakan.
Kondisi in1 berpo-
tensi menimbulkan
kerentanan terhadap
praktik  keuangan
tidak sehat dan pe-
nipuan,” ujar Ahmad
Sabir dalam sambu-

semua
yang

tannya.

Ia mengungkap-
kan, berdasarkan
Survei Nasional

Literasi dan Inklusi
Keuangan (SNLIK)
tahun 2025, indeks
literasi keuangan
nasional berada di
angka 66,46 persen,
sementara indeks in-
klusi keuangan men-
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capai 80,52 persen.

Perbedaan  ang-
ka tersebut menun-
jukkan masih adan-
ya kesenjangan
antara akses terhadap
layanan ~ keuangan
dengan pemahaman
masyarakat  dalam
mengelola keuangan
secara bijak.

Ahmad Sabir
menambahkan, ca-
paian inklusi keuan-
gan nasional yang
saat ini berada di
kisaran 80,51 persen
masih harus diting-
katkan guna menca-
pai target 90 persen
melalui  kolaborasi
lintas sektor.

“TPAKD dihara-
pkan mampu menja-
di motor penggerak
dalam  mendorong
pemerataan  akses
keuangan, sekaligus
memperkuat pertum-
buhan ekonomi daer-
ah,” katanya.

Kegiatan edukasi
ini juga merupakan
implementasi  dari
kebijakan nasional,
antara lain Peraturan
Presiden Nomor 114
Tahun 2020 tentang
Strategi ~ Nasional
Keuangan  Inklus-
if serta Peraturan
Menteri Koordinator
Bidang Perekonomi-
an Nomor 4 Tahun

2021.
Secara  historis,
program literasi

keuangan di Indone-
sia mulai diperkuat
sejak pembentukan
OJK pada tahun
2011, yang kemudi-
an secara konsisten
mendorong pening-
katan  pemahaman
masyarakat terhadap
produk jasa keuan-
gan melalui berbagai
program edukasi na-
sional.

Di tingkat glob-
al, Organisasi untuk
Kerja Sama dan Pem-
bangunan Ekonomi
(OECD) sejak
awal 2000-an telah
mengampanyekan
pentingnya literasi
keuangan  sebagai
bagian dari stabilitas
sistem keuangan dan
perlindungan  kon-
sumen.

Perwakilan Kepa-
la. OJK Sulawesi
Tenggara, Indra Nat-
sir Dahlan, dalam

- %
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kesempatan tersebut
menekankan  pent-
ingnya peran aktif
masyarakat  dalam
memilih produk
keuangan yang aman
dan legal.

“Masyarakat ha-
rus memastikan bah-
wa setiap layanan
keuangan  berasal
dari lembaga yang
terdaftar dan diawasi
oleh OJK maupun
Bank  Indonesia,”
ujarnya.

Ia juga mengin-
gatkan bahwa marak-
nya investasi ilegal
dan pinjaman online
tidak resmi sering-
kali memanfaatkan
rendahnya  tingkat
literasi keuangan
masyarakat.

Menurutnya, edu-
kasi yang dilakukan
secara berkelanjutan
menjadi kunci un-
tuk membangun ke-
sadaran masyarakat
dalam  mengelola
keuangan secara se-
hat.

Kegiatan ini turut
melibatkan  pelajar
sebagai bagian dari
strategi jangka pan-
jang untuk menana-
mkan  pemahaman
keuangan sejak usia
dini.

“Edukasi ini di-
harapkan dapat
membentuk ~ mas-
yarakat yang cerdas
dalam  mengelola
keuangan, sekaligus
melindungi dari

risiko investasi ile-
gal,” tutur Ahmad
Sabir.

Melalui Tim
Percepatan ~ Akses
Keuangan  Daerah
(TPAKD), pemer-

intah daerah ber-
komitmen memper-
luas akses layanan
keuangan formal
yang inklusif sesuai

dengan  kebutuhan
masyarakat.

Dengan  sinergi
antara  pemerintah
daerah, OJK, dan
sektor  perbankan,

kegiatan ini dihara-
pkan mampu men-
dorong pertumbuhan
ekonomi yang inklu-
sif dan berkelanjutan
di Kabupaten Buton
Tengah.(*)
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Wamenkes Dorong Lab Kesehatan
Berbasis AI dan Data Real-Time
Nasional

Peliput: Andina L
JAKARTA-Trans-

formasi sistem Kkes-
chatan nasional me-
masuki babak baru

seiring dorongan pe-
manfaatan  teknologi
digital dan kecerdasan
buatan dalam layanan
laboratorium. ~ Wakil
Menteri Kesehatan RI,
Dante Saksono Har-
buwono, menegaskan
bahwa laboratorium
kesehatan harus ber-
transformasi menjadi
garda terdepan dalam
pendekatan  prediktif
dan preventif.

Pernyataan  terse-
but disampaikan saat
membuka Seminar
Nasional yang digelar
Ikatan Laboratorium
Kesehatan Indonesia
(ILKI) 2026 di Jakar-
ta, Kamis (16/4), yang
diikuti pemangku
kepentingan sektor
kesehatan dari berb-
agai daerah.

Menurut Dante, pe-
merintah tengah men-
dorong integrasi data
kesehatan nasional
melalui platform SA-
TUSEHAT dan sistem
Electronic Health Re-
cord (EHR), sehingga
hasil pemeriksaan lab-
oratorium dapat diak-
ses secara real-time
dan mendukung pen-
guatan surveilans kes-
ehatan.

“Kita ingin hasil
laboratorium tidak lagi
tercecer,  melainkan
menjadi data real-time
yang dapat diakses di
mana saja dan mem-
perkuat surveilans na-
sional,” ujarnya.

Ia menjelaskan,
langkah tersebut men-
jadi bagian dari strate-

gi  besar reformasi
kesehatan yang telah
digulirkan sejak pan-
demi COVID-19, yang
memperlihatkan pent-
ingnya integrasi data
dan kecepatan deteksi
dalam penanganan kri-
sis kesehatan.

Dalam konteks
global, transformasi
laboratorium berbasis
teknologi juga telah
berkembang pesat. Or-
ganisasi seperti World
Health  Organization
(WHO) mendorong
negara-negara untuk
memperkuat  sistem
laboratorium sebagai
tulang punggung de-
teksi dini penyakit
menular dan tidak
menular.

Dante menilai,
perkembangan Artifi-
cial Intelligence (AI)

menjadi  momentum
penting dalam mem-
percepat  perubahan

tersebut. la menegas-
kan bahwa Al tidak
menggantikan tenaga
kesehatan, melainkan
memperkuat kapasitas
analisis dan pengam-
bilan keputusan.

“Al bukanlah an-
caman, melainkan ak-
selerator yang meng-
geser layanan dari
kuratif menjadi pre-
diktif dan preventif,”
katanya.

Namun demiki-
an, ia mengingatkan
bahwa pemantfaatan
teknologi tetap harus
diimbangi dengan eti-
ka profesi dan tanggu-
ng jawab moral tenaga

kesehatan. “Nurani
dan tanggung jawab
profesional tidak akan
tergantikan oleh te-
knologi apa pun,” tam-
bahnya.

Di sisi lain, pe-
merintah juga tengah
memperkuat jejaring
Laboratorium  Kes-
ehatan Masyarakat
(Labkesmas) melalui
program InPULS yang
mencakup  pengem-
bangan layanan dari
Tier 1 hingga Tier
5. Upaya ini dilaku-
kan untuk menjamin
pemerataan  kualitas
layanan hingga ke
daerah terpencil.

Secara historis,
penguatan labora-
torium kesehatan di
Indonesia telah ber-
langsung sejak era
pengendalian penyakit
menular seperti  tu-
berkulosis dan malar-
ia, yang membutuhkan
dukungan  diagnosis
laboratorium yang ak-
urat. Peran tersebut
semakin krusial dalam
menghadapi tantangan
penyakit baru di era
globalisasi.

Meski  demikian,
Dante mengakui bah-
wa sektor laboratori-
um masih menghadapi
tantangan, terutama
terkait kenaikan bi-
aya reagen serta ket-
ergantungan terhadap
alat kesehatan impor.
Kondisi ini menuntut
inovasi dan kemandi-
rian nasional.

“Pemimpin labora-
torium harus Al-aware
dan mampu menyusun
peta jalan digitalisasi

tanpa mengorbankan
mutu layanan,” ujarn-
ya.

Sementara itu,
Ketua Umum Pusat
ILKI, Purwanto, men-
yampaikan bahwa
organisasinya  terus
berperan aktif dalam
mendukung pemerin-
tah, termasuk dalam
penyusunan regulasi
terkait  laboratorium
kesehatan masyarakat.

Ia menuturkan
bahwa ILKI menjadi
wadah bagi berbagai
fasilitas laboratorium,
baik klinik maupun
laboratorium keseha-
tan masyarakat, yang
tersebar di seluruh In-
donesia.

“Kami turut mem-
bantu pemerintah da-
lam penyusunan reg-
ulasi, termasuk dalam
perumusan kebijakan
terkait  Labkesmas,”
kata Purwanto.

Penyelenggaraan
Seminar Nasional
ILKI 2026 ini diharap-
kan dapat memperkuat
kolaborasi antara pe-
merintah, organisasi
profesi, akademisi, dan
industri dalam mengh-
adapi era transformasi
digital kesehatan.

Kolaborasi lintas
sektor tersebut dinilai
menjadi kunci untuk
meningkatkan kualitas
layanan laboratorium
sekaligus memperkuat
sistem kesehatan na-
sional yang adaptif,
tangguh, dan berbasis
data.(*)
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Imunisasi MR bagi Tenaga Kesehatan
Resmi Digelar di Seluruh Indonesia untuk
Tekan Kasus Campak Nasional

JAKARTA-Ke-
menterian Kesehatan
resmi memulai pro-
gram imunisasi Mea-
sles-Rubella (MR)
bagi tenaga medis,
tenaga kesehatan, dan
dokter internship se-
cara nasional mulai 10
April 2026. Kebijakan
ini ditempuh sebagai
langkah strategis untuk
melindungi kelompok
berisiko tinggi seka-
ligus memutus rantai
penularan campak di
fasilitas pelayanan
kesehatan.

Pelaksanaan imu-
nisasi ini dilakukan
serentak di sejumlah
rumah sakit rujukan,
termasuk RSUP H.
Adam Malik di Med-
an, RSUP Dr. Moham-
mad Hoesin di Palem-
bang, RS Pusat Otak
Nasional dan RSPI
Prof. Dr. Sulianti Sa-
roso di Jakarta, RSUD
Kota Bandung, serta
RS Kemenkes Makas-
sar CPL.

Program tersebut
menyasar 39.212 tena-
ga medis dan 223.150
tenaga kesehatan di 14
provinsi dengan ting-
kat kasus campak ter-
tinggi. Selain itu, se-
banyak 28.321 dokter
umum dan dokter gigi
internship di seluruh
Indonesia turut menja-
di sasaran vaksinasi.

Pelaksana  Tugas
Direktur Jenderal Pen-
anggulangan Penyakit
Kemenkes, dr. Andi
Saguni, menegaskan
pentingnya perlindun-
gan bagi tenaga kes-
chatan sebagai garda
terdepan layanan me-
dis.

“Kementerian Kes-
ehatan senantiasa be-
rupaya melindungi
tenaga medis dan tena-
ga kesehatan karena
merupakan kelompok
yang sangat berisiko

terhadap  penularan
campak,” ujar Andi
dalam keterangan
pers di Jakarta, Jumat
(10/4).

Ia  menambahkan
bahwa imunisasi MR
tidak hanya member-
ikan perlindungan
individu, tetapi juga
menjadi bagian pent-
ing dalam strategi
pengendalian wabah
di lingkungan fasilitas
kesehatan. “Imunisasi

ini diharapkan dapat
membantu penanggu-
langan kasus campak
di Indonesia,” katanya.

Berdasarkan  data
surveilans, tren Kka-
sus campak  nasi-
onal menunjukkan
penurunan signifikan
sepanjang awal 2026.
Pada minggu perta-
ma, jumlah kasus ter-
catat mencapai 2.220,
kemudian  menurun
drastis menjadi 195
kasus pada minggu ke-
13.

Meski demiki-
an, pemerintah tetap
meningkatkan ke-
waspadaan, terutama
di wilayah dengan be-
ban kasus tinggi sep-
erti Aceh, Sumatera

Utara, DKI Jakarta,
Jawa Barat, hingga
Nusa Tenggara Barat.

Upaya lain yang
terus dilakukan adalah
percepatan Outbreak
Response Immuniza-
tion (ORI) di daerah
terdampak.  Hingga
9 April 2026, Kota
Depok telah men-
capai cakupan 100
persen, diikuti Kabu-
paten Bima sebesar
80,8 persen dan Kota

Palembang  sebesar
60,9 persen.
Direktur Utama

RSUP H. Adam Ma-
lik, dr. Zainal Safri,
menyatakan  dukun-
gannya terhadap pro-
gram tersebut. “Kami
menargetkan 160 tena-
ga kesehatan mener-
ima vaksin pada hari
pertama sebagai lang-
kah awal perlindun-
gan,” ujarnya.

Sementara itu,
RSUP Dr. Mohammad
Hoesin ~ Palembang
menyiapkan layanan
imunisasi bagi sekitar
100 tenaga kesehatan
guna memastikan pe-
layanan tetap berjalan
optimal tanpa ganggu-
an risiko penularan.

Di RSPI Prof. Dr.
Sulianti Saroso, pen-
ingkatan kasus cam-

pak menjadi perha-
tian serius. Hingga
April 2026, jumlah

pasien yang ditangani
mendekati 70 orang.
“Tahun ini terjadi lon-
jakan dibandingkan ta-
hun sebelumnya,” kata
dr. Nur Aliza.

Seorang dokter
internship di  RSUD

Kota Bandung, dr. Riz-
ky, menilai program
ini sangat penting bagi
keselamatan  tenaga
kesehatan. “Vaksinasi
ini memberikan per-
lindungan ganda, baik
bagi tenaga medis, pa-
sien, maupun lingkun-
gan kerja,” ujarnya.

Secara teknis, imu-
nisasi MR diberikan
dengan dosis 0,5 ml
melalui suntikan sub-
kutan. Pemberian vak-
sin disesuaikan den-
gan riwayat imunisasi
sebelumnya, di mana
tenaga kesehatan yang
belum pernah divaksin
diwajibkan menerima
dua dosis dengan inter-
val minimal 28 hari.

Secara historis, In-
donesia telah melak-
sanakan kampanye
imunisasi MR nasional
pada 2017-2018 yang
menargetkan lebih dari
67 juta anak. Program
tersebut menjadi salah
satu upaya terbesar
dalam  pengendalian
campak dan rubella di
kawasan Asia Tengga-
ra.

Di tingkat global,
Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) men-
catat bahwa sebelum
program vaksinasi
masif diperkenalkan,
campak menyebabkan
lebih dari 2 juta ke-
matian setiap tahun di
seluruh dunia. Namun,
melalui  peningkatan
cakupan imunisasi,
angka kematian ber-
hasil ditekan secara
signifikan dalam dua
dekade terakhir.

Meski  demikian,
dalam beberapa tahun
terakhir, sejumlah neg-
ara kembali mengalami
lonjakan kasus cam-
pak akibat penurunan
cakupan imunisasi dan
mobilitas global yang
tinggi, sehingga men-
empatkan tenaga kes-
chatan sebagai kelom-
pok yang sangat rentan
terpapar.

Dengan dimulain-
ya imunisasi MR bagi
tenaga kesehatan ini,
pemerintah  berharap
perlindungan  terha-
dap tenaga medis se-
makin kuat dan upaya
pengendalian campak
dapat berjalan lebih
efektif secara berke-
lanjutan.(*)
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Kapolri Tindaklanjuti Arahan Presiden,
Bentuk Satgas Penyelundupan

Laporan: Alwan

JAKARTA,
BP-Presiden Pra-
bowo  Subianto
memerintahkan
jajaran aparat pen-
egak hukum dan
otoritas keuangan
untuk memperkuat
pemberantasan
penyelundupan
yang dinilai masih
menjadi  sumber
kebocoran pener-
imaan negara. In-
struksi  tersebut
kemudian ditinda-
klanjuti oleh Ka-
polri Listyo Sigit
Prabowo dengan
membentuk Satu-
an Tugas (Satgas)
Penegakan  Hu-
kum Penyelund-
upan.

Langkah in1 di-
umumkan melalui
Surat Perintah Ka-
polri yang menan-
dai  dimulainya
operasi  terpadu
untuk  menindak
berbagai praktik
penyelundupan,
baik dalam kegia-
tan ekspor mau-
pun impor ilegal
di seluruh wilayah
Indonesia.

Direktur Tindak
Pidana Ekonomi
Khusus Bare-
skrim Polri, Ade
Safri  Simanjun-
tak, menjelas-
kan bahwa pem-
bentukan  satgas
tersebut bertujuan
menyelamatkan
kekayaan negara
sekaligus menut-
up celah kebocor-
an keuangan.

“Telah dibentuk

Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Satgas  Penega-
kan Hukum terha-
dap tindak pidana
penyelundupan
yang merugikan
kekayaan  nega-
ra melalui Surat
Perintah  Kapol-
r1,” ujar Ade Safri
dalam keterangan

tertulis, Kamis
(16/4).

Satgas ini akan
menyasar  berb-

agai bentuk keja-
hatan penyelund-
upan,  termasuk
perdagangan ile-
gal hasil sumber
daya alam dan ko-
moditas berbasis
lingkungan hidup,
baik yang terjadi
di dalam maupun
di luar kawasan

pabean.

Dalam  prak-
tiknya, pelaku
penyelundupan
kerap  menggu-
nakan  berbagai
modus untuk

menghindari pen-
gawasan, seperti
underinvoicing,
under-accounting,
hingga kesalah-
an deklarasi ba-
rang (missdeclare)
dalam  dokumen
kepabeanan.

“Polri ber-
komitmen menin-
dak tegas segala
bentuk penyelund-
upan untuk
menyelamatkan
kekayaan negara,”
kata Ade Safri.

Ia menam-
bahkan, pen-
egakan hukum
akan  dilakukan
tanpa pandang
bulu guna men-

dukung ketahanan
ekonomi nasional
yang menjadi fon-
dasi  kedaulatan
negara.

“Penegakan hu-
kum yang tegas
tanpa pandang
bulu penting untuk
mendukung ketah-
anan ekonomi na-
sional,”  ujarnya
menegaskan.

Presiden  Pra-
bowo sebelumnya
juga menekank-
an bahwa praktik
penyelundupan
masih  menjadi
pekerjaan rumah
besar yang ha-
rus segera disele-
saikan oleh pe-
merintah.

“Gunakan sega-
la wewenang yang
ada pada anda un-
tuk menghentikan
penyelundupan,”
kata Prabowo da-
lam arahannya ke-
pada Kapolri, Pan-
glima TNI Agus
Subianto, serta
Menteri  Keuan-
gan Purbaya Yud-
hi Sadewa.

Secara historis,
upaya pemberan-
tasan penyelund-
upan di Indonesia
telah berlangsung
sejak era Orde
Baru, ketika pe-
merintah  mem-
bentuk  berbagai
operasiterpaduun-
tuk mengamank-
an  penerimaan
negara dari sek-
tor kepabeanan.
Reformasi di
bidang bea dan cu-
kai juga diperkuat
pasca krisis

ekonomi 1998
guna meningkat-
kan transparansi
dan pengawasan
perdagangan lin-
tas batas.

Di tingkat
global, praktik
penyelundupan

merupakan perso-
alan lintas negara
yang juga menjadi
perhatian organi-
sasi seperti World
Customs Organi-
zation. Lembaga
ini secara rutin
mendorong kerja
sama antarnegara
untuk  menekan
perdagangan ile-
gal yang meru-
gikan  ekonomi
dan merusak eko-
sistem perdagan-
gan yang adil.
Pembentukan
satgas oleh Pol-
r1 ini diharapkan
mampu mem-
perkuat  sinergi
antarinstansi ser-
ta meningkatkan
efektivitas  pen-
gawasan  terha-
dap arus barang,
khususnya di tit-
ik-titik rawan
penyelundupan.
Dengan
pendekatan  ter-
padu dan pen-
egakan  hukum
yang konsisten,
pemerintah opti-
mistis kebocoran
penerimaan neg-
ara akibat praktik
penyelundupan
dapat ditekan se-
cara  signifikan
dalam  beberapa
tahun ke depan.

*)
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Kejati Sita Rp2,3 M, Praktik Pungli
ESDM Jatim Terungkap

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan dan menahan tiga pejabat
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur

Laporan: Hadi

SURABAYA,
BP-Kejaksaan Tinggi
Jawa Timur menetap-
kan dan menahan tiga
pejabat Dinas Ener-
gi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM)
Provinsi Jawa Timur
dalam kasus dugaan
pungutan liar (pung-
li) perizinan. Dari ha-
sil penyidikan, aparat
mengamankan barang
bukti berupa uang tu-
nai dan saldo rekening
dengan total mencapai
Rp2,36 miliar.

Ketiga  tersangka
masing-masing adalah
Kepala Dinas ESDM
Jatim Aris Mukiyono,
Kepala Bidang Per-
tambangan Ony Seti-
awan, serta Ketua Tim
Kerja ~ Pengusahaan
Air Tanah berinisial
H. Penetapan tersang-
ka dilakukan setelah
penyidik menemukan
bukti permulaan yang
cukup atas dugaan
praktik korupsi dalam
proses perizinan sek-
tor energi dan sumber
daya mineral.

Asisten Pidana
Khusus Kejati Jatim,
Wagiyo, menjelaskan
bahwa penyidikan
dilakukan secara tertu-
tup sejak 14 April 2026
berdasarkan  laporan
masyarakat, khususn-
ya para pemohon izin
yang merasa dipersulit
dalam proses adminis-
trasi.

“Secara senyap
kami melakukan
penyelidikan sejak
adanya pengaduan
masyarakat. Dari situ
kami menemukan
adanya peristiwa pi-
dana dan bukti awal

yang cukup,” ujar
Wagiyo di Surabaya,
Jumat (17/4).

Dalam praktiknya,
para tersangka didu-
ga menyalahgunakan
sistem perizinan ber-
basis daring Online
Single Submission
(OSS). Proses yang
semestinya transpar-
an dan cepat justru
diperlambat untuk
mendorong pemohon
memberikan sejumlah

uang.

“Modusnya mem-
perlambat proses per-
izinan. Kalau tidak
memberikan uang,
izinnya tidak kun-
jung keluar meskipun
syaratnya sudah leng-
kap,” kata Wagiyo.

Tarif pungutan yang
dipatok bervariasi. Un-
tuk perpanjangan izin
tambang, = pemohon
diminta menyediakan
dana antara Rp50 juta
hingga Rpl00 juta.
Sementara pengajuan
izin baru dapat dike-
nai pungutan hingga
Rp200 juta.

Adapun untuk Surat
Izin Pengusahaan Air
Tanah (SIPA), pung-
utan berkisar Rp5 juta
hingga Rp20 juta per
dokumen, dengan to-
tal akumulasi dalam
satu proses menca-
pai Rp50 juta hingga
Rp80 juta.

“Hasil pungutan
tersebut  kemudian
dibagi-bagikan  di
antara para pelaku,
termasuk kepada
pimpinan. Padahal
layanan ini pada
dasarnya gratis ke-
cuali PNBP,” wuyjar
Wagiyo.

Dari hasil peng-
geledahan di  kan-
tor maupun kedia-
man para tersangka,
penyidik  menyita
uang tunai dan saldo
rekening. Dari Aris
Mukiyono disita
sekitar Rp494.,4 juta,
dari Ony Setiawan
Rp1,64 miliar, ser-
ta dari tersangka H
sekitar Rp229,6 juta.

Kejati Jatim men-
jerat para tersangka
dengan pasal-pasal
dalam Undang-Un-
dang Tindak Pidana
Korupsi, termasuk
Pasal 12 huruf e dan
huruf b, serta Pasal
606 KUHP terkait
pemerasan dan grat-
ifikasi.

Selain itu, peny-
idik juga membuka
peluang  pengem-
bangan perkara, ter-
masuk kemungkinan
adanya  tersangka
baru dan dugaan tin-
dak pidana pencu-

cian uang (TPPU).
Untuk  mendalami
aliran dana, Kejati
Jatim telah berkoor-
dinasi dengan Pusat
Pelaporan dan Anali-
sis Transaksi Keuan-
gan (PPATK).

“Kami tidak me-
nutup kemungkinan
adanya pihak lain
yang terlibat. Aliran
dana masih kami
telusuri bersama
PPATK,” ujar Wagi-
yo.
Secara  historis,
praktik pungli da-
lam sektor perizinan
bukan kali pertama
terjadi di Indonesia.
Sejak reformasi bi-
rokrasi digencarkan
pada awal 2000-an,
pemerintah berupaya
memangkas  prak-
tik korupsi melalui
digitalisasi layanan,
termasuk  peluncu-
ran sistem OSS pada
2018 untuk mening-
katkan transparansi
dan efisiensi.

Namun, sejumlah
kasus menunjukkan
bahwa  digitalisasi
belum sepenuhnya
menutup celah peny-
impangan. Di berb-
agai negara berkem-
bang, termasuk
Indonesia, praktik
cerent-seeking’da-
lam sektor perizinan
masih menjadi tan-
tangan serius dalam
tata kelola pemerin-
tahan.

Secara global,
Transparency Inter-
national dalam lapo-
ran Indeks Persep-

si  Korupsi kerap
menyoroti sektor
perizinan  sebagai

area rawan korupsi,
terutama di negara
dengan sistem pen-
gawasan yang belum
optimal.

Kejati Jatim
mengimbau  mas-
yarakat dan pelaku
usaha untuk mel-
aporkan jika men-
galami praktik seru-
pa. Upaya partisipasi
publik dinilai pent-
ing untuk memutus
mata rantai korup-
si dalam pelayanan
publik.(*)
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Pengurus PMI Baubau Resmi Dilantik,
Fokus Ketersediaan Darah dan Relawan
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Kebutuhan darah yang tinggi di Kota Baubau menjadi salah satu fokus utama Palang Merah Indo-
nesia (PMI) setempat setelah pengurus struktural Markas PMI Kota Baubau masa bakti 2025-2030
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BAUBAU,
BP-Kebutuhan da-
rah yang tinggi di
Kota Baubau men-
jadi salah satu fokus

utama Palang Mer-
ah Indonesia (PMI)

setempat setelah
pengurus struktural
Markas PMI Kota

Baubau masa bak-
ti 2025-2030 resmi
dilantik di Aula Kan-
tor Wali Kota Bau-
bau, Palagimata, Se-
lasa (14/04/2026).

Ketua PMI Kota
Baubau, Yusman
Fahim, menegaskan
bahwa  penguatan
Unit Transfusi Darah
(UTD) menjadi pri-
oritas penting demi
menjawab  kebutu-
han layanan kese-
hatan di daerah. Ia
menyebutkan, saat
ini proses adminis-
trasi dan perizinan
UTD tengah diram-
pungkan.

“Proses  admin-
istrasi UTD saat ini
hampir selesai. Kami
optimistis dalam
waktu dekat izin re-
smi dapat terbit seh-
ingga pelayanan bisa
berjalan maksimal,”
ujar Yusman.

Menurutnya, ke-
butuhan darah di
Baubau tidak han-
ya berasal dari ru-
mah sakit pemerin-
tah, tetapi juga dari
fasilitas  kesehatan
swasta. Karena itu,
keberadaan UTD
yang dikelola secara
profesional menjadi
krusial untuk men-
jamin ketersediaan
darah.

Ia menambahkan,
PMI memiliki tang-

gung jawab besar
tidak hanya dalam
penanganan ben-
cana, tetapi juga da-
lam pelayanan kese-
hatan dan pembinaan
nilai kemanusiaan di
tengah masyarakat.

Sementara itu,
Wakil Wali Kota
Baubau, Wa Ode
Hamsinah Bolu,

yang turut hadir da-
lam acara tersebut,
menegaskan bahwa
pelantikan ini mer-
upakan momentum
penting untuk mem-
perkuat  komitmen
kemanusiaan.
“Pelantikan  ini
bukan sekadar ser-
emoni, tetapi men-
jadi titik awal untuk
memperkokoh dedi-
kasi dalam melayani

masyarakat,”  kata
Hamsinah dalam
sambutannya.

Ia menilai PMI
sebagai  organisasi
kemanusiaan  yang

memiliki peran strat-
egis dan tidak ter-
gantikan, terutama
dalam situasi daru-
rat, bencana, mau-
pun pelayanan sosial
yang inklusif.

Lebih lanjut, Pe-
merintah Kota Bau-
bau menyatakan
komitmennya untuk
mendukung pen-
guatan kelembagaan
PMI, termasuk pen-
ingkatan  kapasitas
sumber daya manu-
sia dan penyediaan
sarana pendukung.

“PMI adalah mi-
tra strategis pemer-
intah. Kami akan
terus memperkuat
sinergi, termasuk
dalam pengelolaan
Unit Donor Darah
agar berjalan profe-

sional,” ujarnya.
Salah satu lang-
kah konkret yang
didorong  adalah
optimalisasi penge-
lolaan Unit Donor
Darah (UDD) di
kawasan Lembah
Hijau. Pemerintah
daerah  berkomit-
men memfasilitasi
koordinasi  lintas
sektor guna me-
mastikan ~ opera-
sional UDD ber-
jalan maksimal.
Menurut Ham-
sinah, pengelolaan
UDD secara pro-
fesional tidak ha-
nya meningkatkan
kualitas  layanan
kesehatan, teta-
pl juga berpotensi
memberikan kon-
tribusi terhadap
Pendapatan  Asli
Daerah (PAD).
Pelantikan pen-
gurus PMI Kota
Baubau ini dipimp-
in langsung oleh
Ketua PMI Kota

Baubau, Yusman
Fahim, dan ber-
langsung  dalam
suasana  khidmat
dengan dihadiri
sejumlah  pejabat
dacrah serta pe-
mangku kepentin-
gan.

Dalam konteks
yang lebih luas,

keberadaan PMI di
Indonesia memiliki
sejarah panjang se-
jak didirikan pada
17 September 1945,
tidak lama setelah
kemerdekaan Re-
publik  Indonesia.
PMI menjadi ba-
gian dari gerakan
kemanusiaan glob-
al yang bernaung
di bawah Interna-
tional Federation of

Red Cross and Red
Crescent Societies

(IFRC).
Secara inter-
nasional, gerakan

Palang Merah dan
Bulan Sabit Merah
bermula dari inisi-
atif Henry Dunant
pada 1863, yang
kemudian  mela-
hirkan Komite In-
ternasional Palang
Merah (ICRC). Se-
jak saat itu, organi-
sasi ini berkembang
menjadi  jaringan
kemanusiaan terbe-
sar di dunia.

Peran PMI di
berbagai  daerah,
termasuk Baubau,
merupakan bagian
dari kontribusi In-
donesia dalam jar-
ingan kemanusiaan
global tersebut,
terutama dalam
penanggulangan
bencana, pelayanan
kesehatan, dan ke-
giatan sosial.

Dengan dilan-
tiknya  pengurus
baru, PMI Kota
Baubau diharapkan
mampu meningkat-
kan kapasitas rela-
wan, memperluas
jangkauan layanan,
serta menghadirkan
inovasi yang rele-
van dengan kebu-
tuhan masyarakat.

Ke depan, sin-
ergi antara PMI
dan pemerintah
daerah dinilai
menjadi kunci da-
lam  memastikan
pelayanan kema-
nusiaan  berjalan
efektif, responsif,
dan berkelanjutan
di tengah dinami-
ka kebutuhan mas-
yarakat.(*)
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Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah
Resmikan KSB Lowu-Lowu, Dorong
Mitigasi Bencana Berbasis Warga

AN DAN SIMULASI UJI SOP
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Pemerintah Kota Baubau terus memperkuat kapasitas mitigasi bencana
melalui pengukuhan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Lowu-

Pewarta: Ardi

BAUBAU, BP-Pe-
merintah Kota Baubau
terus memperkuat kap-
asitas mitigasi bencana
melalui  pengukuhan
Kampung Siaga Ben-
cana (KSB) di Kelu-
rahan  Lowu-Lowu,
Senin  (13/04/2026).
Langkah ini menjadi
bagian dari strategi
membangun  ketang-

guhan masyarakat
dalam menghada-
pi  potensi bencana

yang kerap mengintai
wilayah kepulauan.
Pengukuhan yang
dipimpin  langsung
Wakil Wali Kota Bau-
bau, Wa Ode Ham-
sinah Bolu, tersebut
dirangkaikan dengan
apel serta simulasi uji
Standard  Operating
Procedure (SOP) yang
melibatkan  berbagai
unsur masyarakat.

Dalam  kegiatan
yang dipusatkan di
Lapangan Lowu-

Lowu itu, pemerintah
menekankan pentin-
gnya  kesiapsiagaan
berbasis  komunitas
sebagai fondasi utama
pengurangan  risiko
bencana.

“Kampung Sia-
ga Bencana ini bu-
kan sekadar program
administratif, tetapi
gerakan sosial untuk
membangun kemandi-
rian masyarakat,” kata
Wa Ode Hamsinah
Bolu.

Ia menegaskan, ke-
beradaan KSB dihara-
pkan menjadi garda
terdepan dalam mere-
spons kondisi darurat
secara cepat dan ter-
organisasi di tingkat
lokal.

Menurutnya, posisi
geografis Kota Bau-

bau sebagai daerah
kepulauan ~membuat
wilayah ini rentan

terhadap berbagai an-
caman, seperti angin
kencang dan banjir.
“Upaya  mitigasi
dan kesiapsiagaan ha-

Lowu, Senin (13/04/2026).

rus dibangun bersama.
Tidak bisa hanya ber-
gantung pada pemer-
intah,” ujarnya.

Untuk memperkuat
sistem respons darurat,
Pemerintah Kota Bau-
bau juga mendorong
penguatan Lumbung
Sosial sebagai cadan-
gan logistik strategis
yang dapat digunakan
saat terjadi bencana.

Keberadaan fasil-
itas tersebut dinilai
penting agar mas-
yarakat dapat melaku-
kan penanganan awal
secara mandiri tanpa
harus menunggu ban-
tuan dari luar daerah.

Selain itu, pemer-
intah turut mengopti-
malkan peran Taruna
Siaga Bencana (Ta-
gana) dengan men-
yasar kalangan pelajar
sebagai bagian dari
edukasi kebencanaan
sejak dini.

“Kita ingin gener-
asi muda tidak hanya
cerdas secara akade-
mik, tetapi juga tang-
guh menghadapi situ-
asi darurat,” kata Wa
Ode Hamsinah.

Ia menambahkan,
pendidikan  kebenca-
naan di sekolah men-
jadi investasi jangka
panjang untuk mem-

bentuk  masyarakat
yang sadar risiko dan
mampu beradapta-

si terhadap ancaman
bencana.

Dalam konteks
yang lebih luas, pem-
bentukan KSB sejalan
dengan kebijakan na-
sional yang digagas
oleh Badan Nasional
Penanggulangan Ben-
cana (BNPB) dalam
memperkuat desa dan
kelurahan tangguh
bencana.

Program serupa tel-
ah dikembangkan se-
jak awal 2010-an, ter-
utama pascabencana
besar seperti tsunami
Aceh 2004 yang men-
jadi titik balik pengua-
tan sistem mitigasi di
Indonesia.

Secara global,
pendekatan  berbasis
komunitas juga menja-
di bagian dari kerang-
ka kerja internasional,
seperti Sendai Frame-
work for Disaster Risk
Reduction 2015-2030
yang menekankan
pentingnya peran mas-
yarakat dalam mengu-
rangi risiko bencana.

Indonesia  sendiri
tercatat sebagai salah
satu negara dengan
tingkat risiko bencana
tinggi di dunia kare-
na berada di kawasan
Cincin Api Pasifik
(Ring of Fire), yang
rawan gempa bumi,
tsunami, dan letusan
gunung api.

Oleh karena itu,
langkah ~ Pemerintah
Kota Baubau dinilai
sejalan dengan praktik
terbaik  internasion-
al dalam membangun
ketahanan masyarakat
terhadap bencana.

Di akhir kegia-
tan, Wakil Wali Kota
mengajak seluruh
elemen  masyarakat
untuk kembali meng-
hidupkan budaya got-
ong royong sebagai
kekuatan utama dalam
menghadapi bencana.

“Jangan menunggu
bencana datang untuk
mulai bersiap. Kita
harus membangun
kesadaran sejak seka-
rang,” tegasnya.

Ia berharap para pe-
serta yang telah mengi-
kuti simulasi dapat
menjadi agen peruba-
han dengan menyebar-
luaskan pengetahuan
mitigasi kepada mas-
yarakat di lingkungan-
nya masing-masing.

Dengan penguku-
han Kampung Siaga
Bencana di Lowu-
Lownu, Pemerintah
Kota Baubau optimis-
tis mampu mencip-
takan masyarakat yang
lebih siap, tangguh,
dan mandiri dalam
menghadapi berbagai
potensi bencana di
masa mendatang.(*)



